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Abstract: The rapid development of digital technology has significantly transformed 

trading practices through the emergence of online shop systems. This phenomenon 

raises questions regarding the compatibility of digital transaction mechanisms with the 

principles of Islamic economic law. This study aims to analyze the concepts, principles, 

and implementation of contracts in online shop transactions from the perspective of 

Islamic economic law. This research employs a normative legal research method using 

conceptual and statutory approaches, particularly referring to classical fiqh muamalah 

literature and fatwas issued by the National Sharia Council of the Indonesian Ulema 

Council (DSN–MUI). The findings indicate that online shop practices are generally 

permissible in Islam as long as they fulfill the pillars and conditions of contracts, involve 

lawful and clearly defined objects of transaction, and are conducted based on mutual 

consent between the parties. Furthermore, digital transactions must be free from 

elements of gharar (uncertainty), riba (usury), fraud, and injustice. However, the study 

also identifies potential risks in digital transactions, such as information asymmetry, 

unclear contractual structures, and the use of hybrid or multi-contract schemes that may 

lead to Sharia compliance issues if not properly regulated. In practice, online shop 

transactions may involve several types of contracts such as bai’, salam, istishna’, 

wakalah, and ijarah, depending on the mechanisms of payment, ordering, and delivery. 

These findings suggest that digital commerce can operate in accordance with Sharia 

principles when conducted transparently, fairly, and responsibly, and supported by 

adequate regulatory frameworks and digital literacy to ensure consistent Sharia 

compliance. 
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Abstrak: Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi signifikan 

dalam praktik perdagangan melalui munculnya sistem online shop. Fenomena ini 

menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian mekanisme transaksi digital dengan 

prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

konsep, prinsip, serta penerapan akad dalam praktik online shop berdasarkan perspektif 

hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif 

dengan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan, 

khususnya merujuk pada literatur fikih muamalah serta fatwa Dewan Syariah Nasional–

Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik 

online shop pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi rukun dan 

syarat akad, objek transaksi bersifat halal dan jelas, serta transaksi dilakukan atas dasar 

kerelaan para pihak. Mekanisme transaksi digital juga harus terhindar dari unsur gharar, 

riba, penipuan, dan ketidakadilan. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan 

adanya potensi permasalahan dalam praktik transaksi digital, seperti asimetri informasi, 

ketidakjelasan struktur akad, serta penggunaan multi-akad yang berpotensi 

menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip syariah apabila tidak diatur secara tepat. 

Dalam praktiknya, transaksi online shop dapat dianalisis melalui beberapa bentuk akad, 

seperti bai’, salam, istishna’, wakalah, dan ijarah, yang disesuaikan dengan mekanisme 

pembayaran, pemesanan, serta distribusi barang. Temuan ini menunjukkan bahwa 

perdagangan digital dapat berjalan selaras dengan prinsip syariah selama dilaksanakan 
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secara transparan, adil, dan bertanggung jawab, serta didukung oleh penguatan regulasi 

dan literasi digital berbasis syariah. 

 

Kata kunci: Hukum ekonomi syariah, online shop, akad muamalah, perdagangan 

digital, fatwa DSN-MUI. 
 

 

1. PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam 

pola aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya dalam praktik perdagangan dan distribusi barang serta 

jasa. Transformasi digital mendorong terjadinya pergeseran dari sistem perdagangan konvensional 

menuju transaksi berbasis elektronik atau online shop. Melalui pemanfaatan internet dan berbagai 

platform digital, aktivitas jual beli dapat dilakukan tanpa batas ruang dan waktu, sehingga meningkatkan 

efisiensi transaksi, memperluas jangkauan pasar, serta menciptakan bentuk interaksi ekonomi baru 

antara penjual dan pembeli. Fenomena ini juga didukung oleh pertumbuhan pesat e-commerce secara 

global yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam volume transaksi digital dalam beberapa tahun 

terakhir, (Wilson, 2012; Saoula et al., 2023). 

 Fenomena online shop menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat dan telah menjadi bagian 

dari gaya hidup masyarakat modern dalam era ekonomi digital. Berbagai produk dan jasa kini dapat 

diakses dengan mudah melalui platform marketplace, aplikasi perdagangan elektronik, serta media 

sosial yang berfungsi sebagai sarana promosi dan distribusi. Meskipun demikian, perkembangan ini 

juga memunculkan berbagai persoalan hukum dan etika, seperti ketidakjelasan informasi produk, 

asimetri informasi antara penjual dan pembeli, potensi penipuan, serta lemahnya perlindungan 

konsumen dalam transaksi digital. Permasalahan ini semakin kompleks seiring dengan meningkatnya 

penggunaan sistem pembayaran digital dan keterlibatan berbagai pihak dalam ekosistem e-commerce, 

(Lu et al., 2013; Mainardes et al., 2023). 

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, aktivitas jual beli termasuk dalam ranah muamalah 

yang pada dasarnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip 

dasar ini menegaskan bahwa setiap transaksi ekonomi harus dilandasi oleh nilai keadilan, kejujuran, 

transparansi, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, suatu transaksi dinilai sah apabila memenuhi rukun 

dan syarat akad serta terhindar dari unsur yang dilarang dalam syariah, seperti gharar (ketidakpastian), 

riba, dan praktik penipuan. Namun demikian, penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam konteks 

transaksi digital memerlukan penafsiran yang lebih adaptif dan kontekstual terhadap perkembangan 

teknologi, sehingga praktik online shop sebagai bentuk transaksi modern perlu dianalisis secara 

komprehensif agar mekanisme dan akad yang digunakan tetap sejalan dengan prinsip hukum ekonomi 

Islam (Dusuki & Abdullah, 2007; Hassan & Aliyu, 2018). 

Salah satu karakteristik utama dalam transaksi online shop adalah tidak adanya pertemuan 

langsung antara penjual dan pembeli. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian terkait 

spesifikasi barang, kualitas produk, mekanisme pembayaran, serta waktu dan cara penyerahan barang. 

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan unsur 

gharar, yaitu ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Sebagai contoh, 

ketidaksesuaian antara deskripsi produk di platform dengan barang yang diterima konsumen merupakan 

bentuk konkret potensi gharar dalam transaksi digital, sehingga transparansi informasi produk dan 

kejelasan mekanisme transaksi menjadi faktor penting untuk menjaga keabsahan akad dalam 

perdagangan digital (Sharma & Lijuan, 2014). 

Selain aspek kejelasan objek transaksi, sistem pembayaran dalam online shop juga menimbulkan 

berbagai persoalan yang perlu dianalisis secara syariah. Penggunaan metode pembayaran seperti 

pembayaran tertunda, cicilan, buy now pay later, maupun sistem pembayaran melalui pihak ketiga 

berpotensi mengandung unsur riba atau ketidakadilan apabila tidak disesuaikan dengan akad yang tepat. 

Fenomena seperti Buy Now Pay Later (BNPL) misalnya, memerlukan kajian lebih mendalam karena 

berpotensi mengandung unsur tambahan (ziyadah) yang menyerupai riba apabila tidak diatur dalam 

kerangka akad yang sesuai, sehingga pemahaman terhadap bentuk akad yang digunakan dalam transaksi 

digital menjadi sangat penting agar praktik jual beli daring tetap sesuai dengan prinsip hukum ekonomi 

syariah (Khan & Rabbani, 2020). 
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Dalam praktik online shop modern, keterlibatan pihak ketiga seperti platform marketplace, 

penyedia sistem pembayaran, serta jasa pengiriman merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

mekanisme transaksi digital. Peran pihak ketiga tersebut perlu dianalisis secara mendalam dalam 

perspektif hukum ekonomi syariah agar hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat ditentukan 

secara jelas dan tidak menimbulkan sengketa. Selain itu, kompleksitas hubungan hukum ini juga 

berpotensi menimbulkan praktik multi-akad dalam satu transaksi digital yang perlu dikaji secara kritis, 

sehingga penggunaan akad seperti wakalah dan ijarah dapat menjadi dasar analisis untuk menjelaskan 

hubungan hukum antara penjual, pembeli, dan penyedia layanan digital dalam sistem perdagangan 

elektronik (Obaidullah, 2018). 

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas praktik online shop dari perspektif ekonomi 

digital maupun etika bisnis Islam, namun sebagian besar kajian masih berfokus pada aspek normatif 

atau terbatas pada analisis perilaku konsumen dalam e-commerce. Selain itu, penelitian terdahulu belum 

banyak mengkaji secara mendalam integrasi antara mekanisme transaksi digital yang kompleks dengan 

analisis akad dalam kerangka hukum ekonomi syariah secara sistematis dan kontekstual. Oleh karena 

itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli daring dari perspektif hukum ekonomi 

syariah dengan menitikberatkan pada konsep dan mekanisme transaksi, prinsip-prinsip syariah yang 

harus dipenuhi, serta penerapan akad yang relevan dalam perdagangan digital. Dengan demikian, 

penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut melalui pendekatan analisis normatif yang lebih 

terstruktur terhadap praktik transaksi digital modern, (Wilson, 2012; Nurjannah et al., 2024). 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Konsep Online Shop dalam Ekonomi Digital 

Perkembangan teknologi digital telah mendorong munculnya berbagai bentuk transaksi elektronik 

yang dikenal sebagai online shop atau perdagangan berbasis internet. Dalam sistem ini, proses 

penawaran, pemesanan, pembayaran, hingga distribusi barang dilakukan melalui platform digital tanpa 

pertemuan fisik antara penjual dan pembeli. Transformasi ini tidak hanya mengubah pola konsumsi 

masyarakat, tetapi juga membentuk ekosistem ekonomi baru yang berbasis teknologi informasi dan 

komunikasi. Konsep ini juga berkaitan erat dengan perkembangan model bisnis digital yang 

menekankan efisiensi, konektivitas, dan integrasi sistem berbasis teknologi (Wilson, 2012; Noor, 2024). 

Online shop pada dasarnya merupakan bagian dari sistem electronic commerce (e-commerce), 

yaitu aktivitas perdagangan yang memanfaatkan jaringan internet sebagai sarana utama transaksi bisnis 

(E-Commerce Evolution: Understanding the Impact of Online Shopping on Consumer Behavior, 2025). 

Kehadiran e-commerce memungkinkan pelaku usaha untuk memperluas jangkauan pasar secara global 

serta meningkatkan efisiensi operasional melalui digitalisasi proses bisnis. Namun demikian, 

perkembangan ini juga memunculkan berbagai tantangan terkait keamanan transaksi, transparansi 

informasi produk, serta perlindungan konsumen dalam perdagangan digital. Tantangan tersebut 

semakin kompleks seiring dengan berkembangnya sistem pembayaran digital dan integrasi platform 

berbasis teknologi, (Mainardes et al., 2023; Hendrayani et al., 2025). 

Dalam konteks ekonomi digital, keberhasilan transaksi online sangat dipengaruhi oleh tingkat 

kepercayaan konsumen terhadap sistem platform yang digunakan. Kepercayaan tersebut berkaitan 

dengan keamanan pembayaran, kejelasan informasi produk, serta reputasi penjual dalam sistem 

marketplace. Selain itu, faktor kepercayaan juga dipengaruhi oleh mekanisme perlindungan konsumen 

dan sistem penjaminan transaksi yang disediakan oleh platform digital, sehingga pengelolaan transaksi 

digital yang transparan dan akuntabel menjadi faktor penting dalam membangun ekosistem 

perdagangan elektronik yang berkelanjutan (Saoula et al., 2023; Kurniawan & Kurniawan, 2025; Hanif 

& Yadav, 2025). 

 

2.2  Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Transaksi Digital 

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, aktivitas perdagangan termasuk dalam kategori 

muamalah yang pada dasarnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah 

(Wahdan et al., 2025). Prinsip dasar muamalah menegaskan bahwa setiap transaksi ekonomi harus 

didasarkan pada nilai keadilan, kejujuran, transparansi, serta kerelaan para pihak yang terlibat dalam 

transaksi. Pendekatan ini juga dapat dianalisis melalui kerangka maqasid al-shariah yang menekankan 

perlindungan terhadap harta (hifz al-mal) dan keadilan dalam transaksi, sehingga praktik perdagangan 
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modern seperti online shop tetap diperbolehkan selama memenuhi ketentuan syariah yang berlaku 

(Dusuki & Abdullah, 2007; Rozadi et al., 2025). 

Prinsip utama yang harus diperhatikan dalam transaksi ekonomi syariah adalah terhindarnya 

praktik yang mengandung unsur riba, gharar, dan maisir. Riba merujuk pada tambahan yang bersifat 

eksploitatif dalam transaksi keuangan, sedangkan gharar berkaitan dengan ketidakpastian atau 

ketidakjelasan dalam objek transaksi. Dalam praktik transaksi digital, gharar dapat muncul dalam 

bentuk ketidaksesuaian antara deskripsi dan realitas produk, ketidakjelasan waktu pengiriman, serta 

ketidakpastian sistem pembayaran, apabila informasi mengenai spesifikasi produk, harga, atau waktu 

penyerahan barang tidak dijelaskan secara transparan kepada konsumen (Hassan & Aliyu, 2018; 

Nurlinda et al., 2024). 

Selain itu, hukum ekonomi syariah juga menekankan pentingnya etika bisnis dalam setiap aktivitas 

perdagangan. Etika bisnis Islam menuntut pelaku usaha untuk menjalankan transaksi secara jujur, 

amanah, dan bertanggung jawab (Mahyudin et al., 2025). Dalam konteks digital, etika ini juga 

mencakup kejujuran dalam penyajian informasi produk, transparansi sistem harga, serta tanggung 

jawab terhadap keluhan konsumen, sehingga prinsip ini menjadi sangat relevan dalam praktik online 

shop, di mana interaksi antara penjual dan pembeli terjadi secara virtual sehingga membutuhkan tingkat 

integritas dan kepercayaan yang tinggi dalam proses transaksi (Khan & Rabbani, 2020; Nurlia et al., 

2025). 

 

2.3  Akad dalam Transaksi Jual Beli Online 

Akad merupakan unsur fundamental dalam setiap transaksi ekonomi menurut hukum Islam. Akad 

dapat dipahami sebagai perjanjian atau kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan 

konsekuensi hukum terhadap objek yang diperjanjikan. Dalam transaksi jual beli, akad berfungsi 

sebagai dasar legitimasi hukum yang menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi dalam perspektif 

syariah. Dalam konteks digital, konsep akad mengalami adaptasi dalam bentuk komunikasi elektronik 

yang tetap harus memenuhi unsur ijab dan qabul, (Obaidullah, 2018; Jannah & Sabbar, 2024). 

Dalam praktik online shop, akad jual beli tidak dilakukan secara langsung melalui pertemuan fisik, 

melainkan melalui media elektronik seperti aplikasi marketplace atau platform perdagangan digital. 

Meskipun demikian, pernyataan kehendak antara penjual dan pembeli tetap dapat dianggap sebagai 

bentuk ijab dan qabul selama terdapat kesepakatan yang jelas mengenai objek transaksi, harga, serta 

mekanisme pembayaran yang disepakati oleh kedua belah pihak (Yusril et al., 2024; Jannah & Sabbar, 

2024). Namun demikian, diperlukan kejelasan sistem konfirmasi digital sebagai representasi sah dari 

ijab-qabul untuk menghindari potensi sengketa, (Wilson, 2012). 

Beberapa bentuk akad yang sering digunakan dalam transaksi online antara lain akad bai’, salam, 

istishna’, wakalah, dan ijarah. Akad bai’ digunakan dalam transaksi jual beli biasa ketika barang telah 

tersedia, sedangkan akad salam dan istishna’ digunakan dalam transaksi pemesanan barang yang 

penyerahannya dilakukan di kemudian hari. Sementara itu, akad wakalah dan ijarah dapat digunakan 

untuk menjelaskan hubungan antara penjual, pembeli, dan pihak ketiga seperti marketplace dan jasa 

pengiriman dalam sistem perdagangan digital (Tang & Nilfatri, 2024; Herawati, 2024). Dalam 

praktiknya, satu transaksi digital seringkali melibatkan lebih dari satu akad (multi-akad) yang 

memerlukan analisis lebih lanjut untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran prinsip syariah, 

(Obaidullah, 2018; Hassan & Aliyu, 2018; Yahya et al., 2023). 

 

2.4  Penelitian Terdahulu tentang Online Shop dalam Perspektif Syariah 

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas praktik online shop dalam perspektif ekonomi 

digital dan hukum ekonomi syariah. Beberapa studi menunjukkan bahwa perkembangan e-commerce 

telah menciptakan peluang baru bagi pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis berbasis teknologi 

digital. Namun demikian, penelitian tersebut juga menyoroti pentingnya penerapan prinsip etika bisnis 

dan transparansi informasi dalam menjaga kepercayaan konsumen terhadap sistem perdagangan 

elektronik. Kajian tersebut umumnya masih bersifat deskriptif dan belum mengintegrasikan analisis 

akad secara mendalam dalam konteks transaksi digital, (Saoula et al., 2023). 

Penelitian lain menekankan bahwa keberhasilan implementasi sistem perdagangan digital tidak 

hanya bergantung pada aspek teknologi, tetapi juga pada kesesuaian mekanisme transaksi dengan 

prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, analisis terhadap bentuk akad yang digunakan 

dalam transaksi online menjadi aspek penting untuk memastikan bahwa praktik perdagangan digital 
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tidak mengandung unsur yang dilarang dalam syariah. Namun, penelitian tersebut belum secara spesifik 

membahas kompleksitas transaksi digital modern seperti keterlibatan multi-pihak dan sistem 

pembayaran terintegrasi, (Hassan & Aliyu, 2018). 

Berdasarkan berbagai kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai praktik online 

shop dalam perspektif hukum ekonomi syariah masih memerlukan analisis yang lebih komprehensif, 

khususnya terkait hubungan antara mekanisme transaksi digital, prinsip-prinsip syariah, serta penerapan 

akad yang digunakan dalam sistem perdagangan elektronik. Dengan demikian, penelitian ini tidak 

hanya mengkaji aspek normatif, tetapi juga berupaya memberikan analisis yang lebih terstruktur 

terhadap integrasi antara teknologi digital dan prinsip hukum ekonomi syariah, sehingga berupaya 

mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis praktik online shop secara lebih sistematis dalam 

kerangka hukum ekonomi syariah. 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yuridis berbasis studi kepustakaan (library 

research). Penggunaan istilah kualitatif dalam penelitian ini merujuk pada pendekatan interpretatif 

terhadap norma hukum, bukan pada pengumpulan data empiris, sehingga pendekatan ini digunakan 

untuk mengkaji praktik online shop dari perspektif hukum ekonomi syariah dengan menelaah norma-

norma hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur’an, Hadis, kaidah fikih muamalah, serta peraturan dan 

fatwa yang relevan. Pendekatan normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

kesesuaian praktik transaksi digital dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam melalui kajian 

terhadap sumber hukum syariah dan literatur akademik yang membahas perkembangan ekonomi digital 

dan e-commerce dalam perspektif Islam (Hassan & Aliyu, 2018; Obaidullah, 2018). 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research). Data penelitian 

diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang memiliki relevansi dengan objek kajian, seperti buku fikih 

muamalah, artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta fatwa Dewan Syariah Nasional–

Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berkaitan dengan transaksi elektronik dan perdagangan 

digital. Pemilihan literatur dilakukan secara selektif berdasarkan kriteria relevansi topik, kredibilitas 

sumber (jurnal bereputasi), serta keterkinian publikasi, sehingga penelitian ini juga memanfaatkan 

literatur yang membahas perkembangan ekonomi digital dan etika bisnis dalam e-commerce untuk 

memperkuat kerangka analisis normatif terhadap praktik online shop (Wilson, 2012; Saoula et al., 

2023). Sumber-sumber tersebut digunakan untuk membangun kerangka teoritis dan normatif dalam 

menilai kesesuaian mekanisme transaksi digital dengan prinsip hukum ekonomi syariah. 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan 

hukum primer meliputi fatwa DSN-MUI dan ketentuan syariah yang berkaitan langsung dengan 

transaksi jual beli dalam sistem perdagangan digital. Bahan hukum sekunder mencakup buku ilmiah, 

artikel jurnal bereputasi, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas hukum ekonomi syariah, etika 

bisnis Islam, dan praktik e-commerce dalam konteks ekonomi digital (Dusuki & Abdullah, 2007; Khan 

& Rabbani, 2020). Pemilahan sumber data ini bertujuan untuk memastikan validitas normatif serta 

kedalaman analisis terhadap objek kajian, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia, 

serta sumber referensi lain yang berfungsi untuk memperjelas konsep-konsep teoritis yang digunakan 

dalam penelitian ini. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan 

cara menginventarisasi, mengklasifikasikan, serta menelaah berbagai literatur yang relevan dengan 

topik penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan menyeleksi sumber-

sumber akademik yang memiliki relevansi dengan praktik transaksi digital dan prinsip hukum ekonomi 

syariah. Selain itu, dilakukan proses klasifikasi tematik untuk mengelompokkan data berdasarkan 

konsep utama seperti akad, prinsip syariah, dan mekanisme transaksi digital, sehingga data yang telah 

dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menguraikan konsep, prinsip, dan 

ketentuan syariah yang berkaitan dengan online shop, serta mengaitkannya dengan dinamika praktik 

perdagangan digital dan sistem transaksi e-commerce yang berkembang di masyarakat modern 

(Mainardes et al., 2023). 

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui metode 

analisis normatif-deskriptif. Analisis ini diperkuat dengan pendekatan interpretatif terhadap norma 

hukum serta kerangka analisis berbasis prinsip syariah, dengan tahapan: (1) mengidentifikasi konsep 

dan mekanisme transaksi online shop dalam praktik e-commerce, (2) mengkaji prinsip-prinsip hukum 
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ekonomi syariah yang relevan, (3) mengidentifikasi bentuk akad yang digunakan dalam transaksi 

digital, serta (4) menilai kesesuaiannya dengan ketentuan fikih muamalah dan fatwa DSN-MUI. 

Pendekatan ini digunakan untuk menilai kesesuaian praktik online shop dengan prinsip-prinsip syariah 

sekaligus mengidentifikasi akad-akad yang relevan dalam transaksi digital. Pendekatan ini juga 

memungkinkan analisis yang lebih sistematis terhadap potensi permasalahan seperti gharar dan multi-

akad dalam transaksi digital, sehingga hasil analisis diharapkan dapat memberikan gambaran yang 

komprehensif mengenai keabsahan dan batasan praktik online shop dalam perspektif hukum ekonomi 

syariah (Hassan & Aliyu, 2018). 

 

IV.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1  Konsep dan Mekanisme Online Shop dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah 

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi signifikan dalam praktik 

perdagangan modern melalui sistem online shop atau perdagangan elektronik. Sistem ini 

memungkinkan proses transaksi dilakukan tanpa pertemuan fisik antara penjual dan pembeli, sehingga 

seluruh tahapan transaksi mulai dari penawaran produk, pemesanan, pembayaran, hingga distribusi 

barang dilakukan melalui media digital. Transformasi ini tidak hanya mengubah pola konsumsi 

masyarakat, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi digital yang semakin kompleks dan 

terintegrasi. Kompleksitas ini mencakup keterlibatan multi-pihak dan integrasi sistem pembayaran 

digital yang berpotensi menimbulkan implikasi hukum baru dalam perspektif syariah, (Wilson, 2012; 

Mainardes et al., 2023). 

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik online shop termasuk dalam wilayah muamalah, 

yaitu aktivitas sosial-ekonomi yang bersifat fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan zaman 

(Iswandi, 2025). Prinsip dasar muamalah menegaskan bahwa setiap transaksi ekonomi pada dasarnya 

diperbolehkan selama tidak mengandung unsur yang dilarang oleh syariah, seperti riba, gharar, dan 

penipuan (Mahmud et al., 2025). Namun demikian, fleksibilitas ini tetap memerlukan batasan normatif 

agar tidak menimbulkan penyimpangan dalam praktik transaksi digital modern, sehingga penggunaan 

teknologi digital sebagai media transaksi tidak bertentangan dengan prinsip syariah selama substansi 

akad, objek transaksi, serta mekanisme pertukarannya tetap memenuhi ketentuan hukum Islam (Dusuki 

& Abdullah, 2007; Hassan & Aliyu, 2018; Mujahidin & Susilo, 2023).  

Dalam praktik online shop, akad tidak dilakukan secara langsung melalui pertemuan fisik, 

melainkan melalui sistem elektronik seperti konfirmasi pesanan, persetujuan syarat dan ketentuan, serta 

proses pembayaran. Dalam perspektif fikih muamalah, bentuk persetujuan tersebut dapat dipahami 

sebagai representasi ijab dan qabul dalam bentuk digital. Namun, validitas ijab-qabul digital ini 

bergantung pada kejelasan sistem persetujuan dan bukti transaksi elektronik yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga selama terdapat kejelasan mengenai objek transaksi, 

harga, serta mekanisme pembayaran, akad yang dilakukan melalui media elektronik tetap dapat 

dianggap sah menurut hukum ekonomi syariah (Obaidullah, 2018). 

Karakteristik utama transaksi online adalah adanya pemisahan ruang dan waktu antara penjual dan 

pembeli, yang berpotensi menimbulkan asimetri informasi. Dalam hukum ekonomi syariah, kondisi ini 

menuntut adanya transparansi informasi agar tidak menimbulkan unsur gharar atau ketidakjelasan 

dalam transaksi (Musbikhin et al., 2024). Dalam praktiknya, pelanggaran prinsip ini sering terjadi dalam 

bentuk ketidaksesuaian produk atau keterlambatan pengiriman yang tidak diinformasikan secara jelas 

kepada konsumen, sehingga penjual berkewajiban memberikan informasi yang lengkap dan akurat 

mengenai spesifikasi produk, harga, kualitas barang, serta mekanisme pengiriman agar transaksi tetap 

berada dalam koridor syariah (Hassan & Aliyu, 2018; Charles et al., 2024). 

Tabel 1. Analisis Mekanisme Online Shop dalam Perspektif Syariah 

Tahapan Transaksi Mekanisme dalam Online Shop Analisis Syariah 

Penawaran Produk Penjual menampilkan produk melalui 

marketplace atau media sosial 

Dipandang sebagai ijab 

dalam akad jual beli 

Pemesanan Barang Pembeli memilih produk dan 

melakukan pemesanan 

Dipahami sebagai qabul 

Pembayaran Transfer bank, e-wallet, COD, atau 

escrow marketplace 

Sah selama tidak 

mengandung riba 
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Pengiriman Barang Dilakukan oleh jasa logistik Dapat dianalisis melalui 

akad ijarah 

Penyelesaian 

Transaksi 

Konfirmasi penerimaan barang Bentuk pemenuhan akad 

Tabel 1. Analisis Mekanisme Online Shop dalam Perspektif Syariah Tabel ini menunjukkan bahwa 

setiap tahapan transaksi digital dapat dipetakan ke dalam konsep akad dalam fikih muamalah, namun 

dalam praktiknya diperlukan pengawasan untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan seperti gharar 

atau ketidakjelasan akad. 

 

4.2. Prinsip-prinsip Syariah dalam Praktik Online Shop 

Praktik online shop tidak hanya dinilai dari aspek teknis transaksi, tetapi juga dari penerapan 

prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan etika bisnis Islam. Prinsip-prinsip tersebut berfungsi 

sebagai kerangka normatif untuk memastikan bahwa aktivitas perdagangan digital tidak hanya 

berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada nilai keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan. 

Pendekatan ini juga mencerminkan tujuan maqasid al-shariah dalam menjaga keadilan dan 

keseimbangan dalam aktivitas ekonomi, (Dusuki & Abdullah, 2007; Ya’qub, 2023). 

Salah satu prinsip utama dalam transaksi syariah adalah kehalalan objek transaksi. Barang atau 

jasa yang diperdagangkan harus merupakan produk yang diperbolehkan menurut syariah serta tidak 

bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, mekanisme transaksi juga harus dilakukan secara jujur 

dan transparan tanpa adanya unsur manipulasi informasi atau eksploitasi terhadap pihak lain (Khan & 

Rabbani, 2020; Asiah & Abidin, 2024). 

Prinsip kerelaan (ridha) juga menjadi syarat penting dalam keabsahan transaksi. Dalam praktik 

online shop, kerelaan ini tercermin dari persetujuan pembeli terhadap harga, spesifikasi barang, serta 

syarat dan ketentuan transaksi (Nst & Imsar, 2025). Dalam konteks digital, persetujuan ini sering 

diwujudkan dalam bentuk klik “setuju” pada platform, yang secara hukum perlu dipastikan benar-benar 

mencerminkan kesadaran dan pemahaman konsumen, sehingga kejelasan informasi produk menjadi 

faktor penting untuk memastikan bahwa keputusan pembelian dilakukan secara sadar dan tanpa paksaan 

(Hassan & Aliyu, 2018; Sriani et al., 2022; Lisa & Yuslizar, 2024). Selain itu, prinsip transparansi dan 

keadilan juga sangat penting dalam transaksi digital. Ketidakhadiran fisik antara penjual dan pembeli 

dapat menyebabkan asimetri informasi yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, 

penjual wajib menyampaikan informasi produk secara lengkap dan jujur agar tidak terjadi praktik gharar 

yang dilarang dalam syariah (Mainardes et al., 2023; Wahdan et al., 2025). 

Tabel 2. Prinsip Syariah dalam Praktik Online Shop 

Prinsip Syariah Implementasi dalam Online Shop 

Kehalalan Produk yang dijual harus halal 

Kerelaan (Ridha) Persetujuan pembeli terhadap harga dan produk 

Transparansi Informasi produk jelas dan jujur 

Keadilan Tidak ada pihak yang dirugikan 

Larangan Gharar Tidak ada ketidakjelasan spesifikasi barang 

Larangan Riba Sistem pembayaran tidak mengandung bunga 

Tabel 2. Prinsip Syariah dalam Praktik Online Shop Tabel ini memperlihatkan bahwa prinsip-

prinsip syariah dapat dioperasionalkan dalam praktik digital, namun implementasinya sangat 

bergantung pada integritas pelaku usaha dan sistem platform yang digunakan. 

 

4.3. Penerapan Akad dalam Transaksi Online Shop 

Dalam hukum ekonomi syariah, akad merupakan dasar legitimasi suatu transaksi. Keabsahan 

transaksi tidak ditentukan oleh media yang digunakan, tetapi oleh terpenuhinya rukun dan syarat akad. 

Oleh karena itu, penggunaan sistem digital dalam online shop tidak mengurangi keabsahan transaksi 

selama terdapat kesepakatan yang jelas antara para pihak. Namun demikian, kompleksitas transaksi 

digital dapat memunculkan potensi konflik akad yang perlu dianalisis secara lebih mendalam, 

(Obaidullah, 2018). 

Dalam praktik online shop, terdapat beberapa akad yang dapat digunakan sesuai dengan 

mekanisme transaksi yang dilakukan. Akad yang paling umum digunakan adalah akad bai’, yaitu 

pertukaran barang dengan harga tertentu yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini berlaku 



JEIZA, Vol.1, No.2, Februari (2025), Hal : 43-53 

e-ISSN: 3064-1845  Page 50 of 53 

 

https://journal.staiza.ac.id/index.php/JEIZA 

ketika barang telah tersedia dan dapat diserahkan setelah pembayaran dilakukan (Hassan & Aliyu, 

2018). 

Selain akad bai’, transaksi online juga dapat menggunakan akad salam, khususnya dalam sistem 

pre-order (Mubarok et al., 2023). Dalam akad ini, pembayaran dilakukan di muka sementara barang 

diserahkan di kemudian hari dengan spesifikasi yang telah ditentukan secara jelas. Namun, praktik ini 

berpotensi menimbulkan risiko apabila spesifikasi tidak dijelaskan secara rinci atau terjadi 

keterlambatan pengiriman, sehingga model transaksi ini banyak digunakan dalam praktik penjualan 

produk yang belum tersedia atau masih dalam proses produksi (Rismayanti et al., 2025). 

Akad istishna’ juga sering digunakan dalam transaksi barang yang diproduksi berdasarkan 

pesanan, seperti pakaian khusus atau produk kerajinan. Sementara itu, hubungan antara penjual dan 

marketplace dapat dianalisis melalui akad wakalah, sedangkan penggunaan jasa pengiriman barang 

dapat dianalisis melalui akad ijarah. Dalam praktiknya, integrasi beberapa akad dalam satu transaksi 

(multi-akad) perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip syariah. 

Tabel 3. Jenis Akad dalam Praktik Online Shop 

Jenis Akad Karakteristik Contoh dalam Online Shop 

Bai’ Jual beli barang yang tersedia Pembelian produk di marketplace 

Salam Pembayaran di muka, barang kemudian Sistem pre-order 

Istishna’ Produksi berdasarkan pesanan Produk custom 

Wakalah Pemberian kuasa kepada pihak lain Marketplace sebagai perantara 

Ijarah Sewa jasa Jasa pengiriman barang 

Tabel 3. Jenis Akad dalam Praktik Online Shop Tabel ini menunjukkan variasi akad yang dapat 

digunakan, namun implementasinya dalam sistem digital memerlukan kejelasan struktur akad untuk 

menghindari potensi pelanggaran prinsip syariah. 

 
Gambar 1. Model Konseptual Online Shop Berbasis Prinsip Syariah 

Gambar 1. Model Konseptual Online Shop Berbasis Prinsip Syariah Gambar ini menggambarkan 

integrasi antara mekanisme transaksi digital dengan prinsip dan akad syariah, namun perlu dipahami 

bahwa implementasinya dalam praktik memerlukan pengawasan dan regulasi yang memadai. 

 

V. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis, praktik online shop dapat dipandang sebagai bentuk perdagangan 

digital yang diperbolehkan dalam hukum ekonomi syariah selama memenuhi rukun dan syarat akad, 

objek transaksi halal, serta terdapat kerelaan para pihak. Media digital dalam transaksi tidak 

memengaruhi keabsahan akad selama mekanisme pertukaran dilakukan secara jelas dan transparan. 

Namun demikian, kompleksitas sistem digital dan keterlibatan multi-pihak menuntut adanya kejelasan 
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struktur akad dan mekanisme transaksi yang lebih terstandarisasi agar tidak menimbulkan potensi 

pelanggaran prinsip syariah. 

Analisis penelitian menunjukkan bahwa kejelasan akad, transparansi informasi, serta 

keseimbangan hak dan kewajiban para pihak menjadi faktor utama dalam menjaga kesesuaian transaksi 

digital dengan prinsip syariah. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa potensi 

permasalahan seperti asimetri informasi, ketidakjelasan spesifikasi produk, dan ketidaktepatan waktu 

pengiriman merupakan bentuk risiko gharar yang perlu diminimalisir dalam praktik online shop, 

sehingga praktik online shop harus terhindar dari unsur gharar, riba, dan penipuan, serta didukung oleh 

penyampaian informasi produk yang akurat dan mekanisme transaksi yang bertanggung jawab. 

Penerapan akad seperti bai’, salam, istishna’, wakalah, dan ijarah menunjukkan bahwa mekanisme 

transaksi online shop dapat dianalisis secara sistematis dalam kerangka fikih muamalah. Namun 

demikian, integrasi beberapa akad dalam satu transaksi (multi-akad) memerlukan kehati-hatian agar 

tidak menimbulkan konflik akad yang bertentangan dengan prinsip syariah, sehingga keberadaan fatwa 

DSN–MUI semakin memperkuat legitimasi syariah terhadap transaksi elektronik, dan praktik online 

shop dapat menjadi bagian dari perkembangan perdagangan digital yang tetap sejalan dengan prinsip-

prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian ini juga merekomendasikan perlunya penguatan regulasi, 

literasi digital syariah, serta pengawasan terhadap platform e-commerce guna memastikan 

implementasi prinsip syariah secara konsisten dalam praktik perdagangan digital. 
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